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ABSTRAK

Pengakuan terhadap hak asasi manusia menjadi isu hangat yang sejak
dahulu hingga saat ini sering dibicarakan. Seiring perkembangan zaman, muncul
pula istilah-istilah yang kerap menjadi isu global. Salah satu istilah tersebut yang
sering Kkita dengar baik dalam forum ilmiah maupun dalam media sosial yaitu
“violent extremism”. Sebagai bentuk respon, Presiden selaku pemerintah
mengundangkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi
Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang
Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024. Peraturan Presiden ini memiliki
tujuan untuk meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman bagi warga negara dari
tindakan “ekstremisme” berbasis kekerasan. Namun, diundangkannya Perpres ini
juga dikhawatirkan akan bersinggungan dengan hak kebebasan berorganisasi yang
diatur didalam konstitusi. Agar tidak terjadi konflik horizontal karena pemahaman
ekstremisme dan radikalisme didalam kehidupan masyarakat memiliki pengertian
yang berbeda-beda dan cenderung subjektif, maka diperlukan suatu penelitian
hukum atau legal research yang mampu menjawab hal ini. Skripsi ini
menitikberatkan pembahasan melalui dua rumusan masalah, yaitu 1) Ruang lingkup
ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, dan yang kedua
adalah 2) Akibat hukum dari Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 terhadap
kebebasan berorganisasi masyarakat, yang akan dikupas melalui bentuk pendekatan
perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual
approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penelitian ini, Perpres
No. 7 Tahun 2021 ini merupakan upaya pencegahan dan penanggulangan
ektrimisme secara sistematis, terencana dan terpadu dengan melibatkan peran aktif
seluruh lapisan masyarakat dan juga menjadi acuan bagi kementerian dan juga
lembaga terkait dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme
berbasis kekerasan yang berakibat tercapainya kepastian hukum. Namun, dilain sisi
keberlakuan Perpres No. 7 Tahun 2021 ini juga memberikan ruang bagi terbukanya
ruang intoleran baru jika penerapannya didalam masyarakat tidak dilakukan dengan
benar dan tepat.

Kata Kunci: Ekstremisme, Radikalisme, Pembatasan hak, RAN PE, Kebebasan
berorganisasi.
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ABSTRACT

Recognition of human rights has become a hot issue that has always been
discussed until now. Along with the times, there are terms that become global
issues. One of these terms that we often hear both in scientific forums and in social
media is "violent extremism”. As a form of response, the President as the
government promulgated Presidential Regulation Number 7 of 2021 concerning the
National Action Plan for the Prevention and Combating of Violent Extremism that
Leads to Terrorism for 2020-2024. This Presidential Regulation has the aim of
increasing the protection of the right to a sense of security for citizens from acts of
"extremism™ based on violence. However, the promulgation of this Presidential
Regulation is also feared that it will interfere with the right to freedom of
organization as regulated in the constitution. In order to avoid horizontal conflicts
because the understanding of extremism and radicalism in people's lives has
different meanings and tends to be subjective, the legal research is needed that is
able to answer this. This thesis focuses on the discussion through two problem
formulations, namely 1) The scope of violent-based extremism that leads to
terrorism, and the second is 2) The legal consequences of Presidential Regulation
Number 7 of 2021 on freedom of community organization, which will be discussed
through the statute approach, conceptual approach and case approach. As the
results, Presidential Regulation No. 7 of 2021 is an effort to prevent and overcome
extremism in a systematic, planned and integrated manner by involving the active
role of all levels of society and also as a reference for ministries and related
institutions in preventing and overcoming violent extremism which results in the
achievement of legal certainty. However, on the other hand, the enforcement of
Presidential Regulation No. 7 of 2021 also provides space for the opening of a new
intolerant space if its application in society is not carried out properly and
appropriately.

Keywords: Extremism, Radicalism, limitation of rights, RAN PE, Freedom of
organization.

X
SKRIPSI PEMBATASAN HAK BERORGANISASI... RAMMA SETYA



IR — PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL SAMPUL DEPAN.......coiiieei e i
HALAMAN SAMPUL DALAM... ..o i
HALAMAN PENGESAHAN ..o ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....coiiiiieeeee e \Y
IMIOTTO ettt ettt e e bt e se e b e e nnn e e nneesnreenee s %
KATA PENGANTAR. .ot Vi
ABSTRAK . e s IX
ABSTRACT .ttt n e r e ane e X
DAFTAR ISL.c ettt ettt be e snee e e e Xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.......ccccooiiiirnieaiieniens Xiv
DAFTAR SINGKATAN. ...ttt XVi
DAFTAR TABEL ... Xviil
BAB | PENDAHULUAN..... .o 1
1.1 Latar Belakang........ccoooveiiiiiiiic e 1
1.2 RUMUSAN MaSaIAN.........cciiiiiiiiiee e 6
1.3 Tujuan Penelitian.........ccveiie i 7
1.4 Manfaat Penelitian.............ccooveiiiiiiiiieec s 7
1.5 Metode Penelitian...........cccvoiiiiiiieiie e 8
Xi

SKRIPSI PEMBATASAN HAK BERORGANISASI... RAMMA SETYA



IR — PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

1.5.1 Tipe penelitian hukum.............ccoooiiiiniiiiie 8
1.5.2  Pendekatan..........ccooiiiiiieiiieee e 8
1.5.3 Bahan huKuM........ccooiiii e 10
1.5.4 Teknik pengumpulan bahan hukum.............ccccocoiinns 12
1.5.5 Analisis bahan huKumM.........cccoiiiiiis 12
1.6 Pertanggungjawaban SistematiKa..............ccooeverenininiiniieee e 13

BAB Il EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH

PADA TERORISME ...ttt sttt e e s sabaa e e s sbaae e 15
2.1 Ekstremisme, radikalisme dan teroriSme..........ccccvveevvcrieeesiivieee e, 15
2.2 Terorisme sebagai kejahatan transnasional.............ccccccoviiiiinicnenn, 34

BAB Il AKIBAT HUKUM DARI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 7
TAHUN 2021 TERHADAP KEBEBASAN BERORGANISASI
MASY ARAK AT ettt e b nbeeteas 44
3.1 Kebebasan berorganisasi dan membentuk organisasi masyarakat........ 44

3.1.1 Prinsip-prinsip dan standar norma berorganisasi di

MASYATAKAL. .....cveeeeeeee et bbb 52

3.1.2 Kewajiban negara dan kewenangan Komisi Nasional Hak

ASAST MANUSTA. ...t 54

3.2 Implikasi perlindungan HAM pasca diterbitakannya Peraturan Presiden

Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN
P E e nes 56
BAB IV PENUTUP.....coo e 59
4.1 KeSIMPUIAN. ....ceiiiiiiiiic s 59
Xii

SKRIPSI PEMBATASAN HAK BERORGANISASI... RAMMA SETYA



IR — PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

.2 SAFAN. .. et aeeeetre e —raaaaaran——_ 60

DAFTAR BACAAN. ... 62

Xiii
SKRIPSI PEMBATASAN HAK BERORGANISASI... RAMMA SETYA



IR — PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan
International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan
Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4558).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan
United Nations Convention Against Transnational Organized Crime
(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana
Transnasional yang Terorganisasi). (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4960).

Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang — Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengesahan ASEAN Convention on
Counter Terrorism (Konvensi ASEAN Mengenai Pemberantahasan
Terorisme). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5306).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5406).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5430).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi
Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6139).

Xiv
SKRIPSI PEMBATASAN HAK BERORGANISASI... RAMMA SETYA


http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm
http://www.kontras.org/baru/Kovenan%20Sipol.pdf
http://www.kontras.org/baru/Kovenan%20Sipol.pdf

IR — PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6084).

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana
Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim,
Dan Petugas Pemasyarakatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6417).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan
Nasional Penanggulangan Terorisme.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan
Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme
Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9).

XV
SKRIPSI PEMBATASAN HAK BERORGANISASI... RAMMA SETYA



IR — PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DAFTAR SINGKATAN

ACCT : ASEAN Convention on Counter-Terrorism
APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASEAN : Association of Southeast Asian Nations
BNPT : Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
DKPT : Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme
GWOT : Global War on Terrorism
HAM : Hak Asasi Manusia
HTI : Hizbut Tahrir Indonesia
ICCPR . International Covenant on Civil and Political

Rights
JAD : Jamaah Ansharut Daulah
JAK : Jamaah Ansharut Khilafah
JAS : Jamaah Anshorut Syariah
JAT : Jamaah Ansharut Tauhid
JI : Jemaah Islamiyah
MIT : Mujahidin Indonesia Timur

XVi

SKRIPSI PEMBATASAN HAK BERORGANISASI... RAMMA SETYA


http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm

IR — PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

MMI

MUI

NKRI

Ormas

PBB

PKI

Perppu

RAN PE

UNCTOC

UUD NRI Tahun 1945

VE

: Majelis Mujahidin Indonesia

: Majelis Ulama Indonesia

: Negara Kesatuan Republik Indonesia

: Organisasi masyarakat

: Perserikatan Bangsa-Bangsa

: Partai Komunis Indonesia

: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

: Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan
Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan

yang Mengarah pada Terorisme

: United Nations Convention against Transnational

Organized Crime

: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945

: Violent extremism

Xvii

SKRIPSI PEMBATASAN HAK BERORGANISASI... RAMMA SETYA



IR — PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan ekstremisme, radikalisme dan terorisme..........ccccccvveeecenne.. 15

Tabel 2.2 Perbedaan ekstremisme, radikalisme dan terorisme bedasarkan segi

historis dan segi pengaturan internasional.............ccccocoiiiinininiciei 37

XViil
SKRIPSI PEMBATASAN HAK BERORGANISASI... RAMMA SETYA





